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WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 52 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA DENPASAR

WALTKOTA DENPASAR,

bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4
Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan;

bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumt dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Denpasar;

Undang-Undang Nomor | Tabun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerali Tingkat 1T Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomar 5049},

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Peruncdang-undangan (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republile Indonesia Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana
telah  divbah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republile Indonesia Nomeor 3987);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang
Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendivi Oleh
Wajib Pajak ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
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Peraturan Mentert Dalam Negert Nomor 1 Tahun 2014 tentang Fembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Denpasar
Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4};

MEMUTUSKAN : |

Menelapkan . PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA
DENPASAIR.

BABIL. .
KETENTUAN UMUM

P'asal 1

Dalam Peraturan Walikola int yang di maksud dengan :
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Kota adalah Kota Denpasar.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar

Walikota adalah Walikota Denpasar.

Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas pendapatan Kota Denpasar.
Pejabat adalah pegawal yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota untuk
memegang Ias Daerah. '

Pajak Bumi dan Banguanan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfhatkan oleh orang
pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan vntuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman
serta [aut witayah kota.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap
pada tanah dan/atau perairan pendalaman dan/atan laut.

Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disebut NJOP, adalah harga rata-rata
yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana
tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga
dengan objek lain yang sejenis, atan wilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjuinya disingkat dengan DBKB

adalah daftar yang dibuat untul memudahkan perhitungan nilat bangunan
berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atan
biaya  komponen material  banguran  dan/atau  biaya  komponen
fasilitas bangunan.

Objel Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya
disebut Objek Pajak adatah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang
digunalkan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
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Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya
disebut Subjels Pajak adalah orsng pribadi. atan badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas bumi dan/atan:meémperoleh manfaat atas Bumi,
dan/atau memiliki, menguasai , dan/atan mempeéroléh manfaat atas Bangunan.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdeésaan dan Perkotaan yang selanjutnya
dizsebut dengan Wajib Pajak adalah orang.pribadi atau badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas bumni dan/atan memperoleh manfaat atas Bumi,
dan/atau memiliki, menguasai, dan/atan -memperoleh manfaat atas Bangunan
dan dikenalan kewajiban membayar pajak. '

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
bajk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
melipuli perseroan (erbatas, perseroan komanditer, perseroan lainya, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, alau organisasi lainya, tembaga dan bentuk badan lainya termasuk
kontrak investasi kolektif.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah
surat vang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan
objel Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Lampiran Surat Penberitahuan Objek * Pajak, yang selanjutnya disingkat
[LSPOP adalah Lampiran surat yang- digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melaporkan data subjek dan objele Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah dan lampiran tidal terpisahkan dari bagian SPOP.

Sural Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah
sural vang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk  memberitahukan
besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukii
pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan atau bukti lain yang dianggap sah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

Sural Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan

kesalahan fulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daeral Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, Surat Tagithan Pajak Daerah atau Surat Keputusan

Pembeiulan.

BAB I
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tata cara pemungutan PBB dalam peratoran ini meliputi;
a. Tata cara pendafiaran objek pajak baru;

b. Tata cara pendataan dan penilaian obyek pajak;

¢. Tata cara penerbitan SPPT PBB;

d. Tata cara pembayaran PBB;

Tata cara mutasi sebagian objek dan subjek pajak PBDB;

i



()

(5)

(6)

(8)

(<)

(10

(11)

(12)

(133

£ Tata cara penerbitan salinan SPPT. /SKPD PBB;

g. Tata cara Pengurangan atan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB dan
Pembetulan atau Pemibatalan SPPT, SKPD PBB, dan STPD PBB yang
tidak benar;

h. Tata Cara Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo;

i. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran dan kompensasi PBB;
j. Tata cara pengurangan PBB;

k. Tata cara penagihan PBB; dan

. Tata cara pemberian informasi PBB.

Pendaflaran objek pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
adalah  pendaftaran objek pajak PBB yang, belum terdaftar pada administrasi
Pemerintah Daerah, -

Pendataan dan penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b adalah pelaksanaan pembentukan basis data PBB yang dilakukan oleh
Pemerintah Kota.

Penerbitan SPPT PRB sebagnimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ adalah
proses penerbitan berdasarkan cetale masal PBB atau berd “lS‘lll\ﬂll pendaftaran
langsung wajib pajak.

Pembayaran PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah proses
pembayaran PBB yang dilakokan oleh’ Wajib Pajak melalui payment online
system pada TP PBB ataw TPE yang harus dilunasi paling lambat 6 (enam)
bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB oleh Wajib Pajal.

Mutasi objek/subjek pzjak sebagaimana dimalsud pada ayat (1) huruf e adalah
perubahan atas data objelk/subjek pajak yang diakibatkan oleh jual beli, waris,
hibah, dan lain-lain,

Penerbitan salinan SPPT/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf £
adalah proses penerbitan SPPT/SKPD sebagai pengganti SPPT/SKPD yang
hilang/belum diterima wajib pajalc.

Pembatalan dan/atau Pembetulan SPPT/SKPD/STPD sebagaimana dimalksud
pada ayat (1) huruf g adalah proses penerbitan Keputusan Pembatalan
dan/atan  Pembetulan  SPPT/SKPD/STPD  sebagai  akibat  penerbitan
SPPT/SKPD/STPD yang tidak benar sebagat akibat kesalahan tulis, dan/atau
kesalahan hitung, dan/atan kekeliruan penerapan ketentnan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajalean.

Penentuan kembali tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurut h adalah penentuan kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran atas
permohonan wajib pajak karena keterlambatan diterimanya SPPT atau
terlambat pengembalian SPOP atas permohonan wajib pajak karena sebab-

sebab tertentu.

Pengembalian kelebiban pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huraf i adalah proses pcnyulemnn atas kelebihan pembayaran PBDB
kepada wajib pajak. :

Pengurangan PBB Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
adalah pemberian pengurangan pembayaran atas permohonan wajib pajak
terhadap ketetapan PBB  yang terutang,.

Penagihan PR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurui k adalah tata cara
penagihan wajib pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar setelah jatuh
lempo pembayaran.

Pemberian informasi PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf'l adalah
pemberian informasi PBB atas permolionan wajib pajak.



BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN PBB

Bagian Kesatu
Tata cara Pendaftaian Objek PBB

Pasal 3

(1) Pendaftaran objels PBB baru, dilakukan oleh subjek pajak atau wajib pajak.
dengan persyaratan sebagai berilout

a,
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d.
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Mengajukan permohonan secara tertulis dalam Babasa [ndonesia yang

ditujukan kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan;

iMengisi SPOP, termagsuk LSPOP, dengan jelas, benar dan lengkap;

Formulir SPOP digediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma di

Dinas Pendapatan; R

Wajib Pajak yang memiliki NPWP mencantumkan NPWJ dalam kolom

yang tersedia dalam SPOP;

Surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, ditandatangani oleh subjek pajalc atau wajib pajak

dan dalam hal ditandatangani olel bukan subjek pajak atau wajib pajak,

harus dilampiri dengan Surat Kuoasa;

Sueal permohonan dan SPOP termasuk LSPOP disampaikan kepada

Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) harl terhitung sejak

diterimanya SPOP oleh subjek pajak atan kuasanya;

Melampirkan dokumen pendukung sebagai beriknt

1) Fotocopy KTP atau identitas diri Jainnya;

2) TFotocopy bukti  kepemilikan/penguasaan/pemantaatan  tanah
(sertifikat/AJB/Girik/dokumen lain yang sejenis);

3) Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi yang memiliki
bangunan;

4y Fotocopy NPWT (bagi yang memiliki NPWD);

5) Fotocopy SSB/SSPD BPHTB;

6) Surat Keterangan Tanah dari Desa/Lurah yang diketahul oleh Camat
setermpal.

(2) Ketentuan lebih rinci mengenal pendafiaran objek PBB sebagaimana tercantum
dalam lampiran T Peraturan Walikota ini.:

Bagian Kedua
Tata Cara Pendataan dan Penilatan Objek PBB

Paragraf 1
Tata Cara Pendataan Objek PBB

Pasal 4

(1) Pendataan objek dan subjek PBB dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan
menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP.

(2) Pendataan objek dan subjek PBB sebagaimana dimalksud pada  ayat (1} dapat

dilakulan dengan cara :
.

b.

Penyampaian dan pemantasan pengembalian SPOP;

ldentifikast objek pajalc



c. Verifikasi data objek pajal;
d. Pengukuran bidang objek pajak.

(3) Ketentuan lebih rinci mengenai Pendataan Objek PBB tercantum dalam
lampiran If Peratoran Walikota ini.

Paragraf 2
Tata Cara Penilaian Objek PBB

Pdsal 5

(1) Penilaian objek PBB dilakukan oleh Pemerintah Kota baik secara massal
mavpun secara individual denpan menggunakan pendekatan penilaian yang
telah ditentulean.

(2) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 y digunakan
sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Pasal 6
(1) Penilaian massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat berupa :
’ hrel
a. penilaian massal tanah;
b. penilaian massal bangunan dengan menyusun DBIB objek pajak standar;
¢ Penilaian massal banpunan dengan menyusun DBKB objek pajak non
standar.
(2) Ketentuan lebih rinci mengenal penilaian objek PBB secara massal
sebagaimana tercantum dalam fampiran ITT Peraturan Walikota ind.
Pasal 7
(1) Penilaian secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) dapat berupa :
a. penilaian individual untuk objek pajak berupa bumi dengan pendekatan
data pasar;
b. penilaian individual baik untk tanah mavpun bangunan dengan
pendekatan biaya; dan
¢. penilatan individual untuk objek pajak bangunan denpan pendekatan
kapitalisasi pendapatan.

(2) Ketentuan lebih rinci mengenai  penilaian objek BB secara intvidual
sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penerbite@lii‘SPPT PBB

Pasal 8

(1) SPPT PBB ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Waltkota

(2) Penelapan, penerbilan dan penadatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Walikota menunjuk Kepala Dinas Pendapatan



(3) Dalam rangka menmngkatkan efisiensi . pelaksanaan tugas, khususnya yang
terkait dengan penandatanganan SPPT PBB; maka penandatanganan SPPT
PBIB dapat dilakukan dengan : ' '

a. Cap dan Tanda tangan basah, - untuk ketetapan Pajak di atas
Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiat);
b. Cap dan Cetakan tanda tanpgan, imtuk keletapan Pajale dibawah Rp.
2.000.000,- (dua juta rupiah); '
(4) SPPT PBB dapat diterbitkan melalui :
a. Pencetakan massal;
b. Pencetakan dalam rangka :
1) Pembuatan satinan SPPT PBB;
2) Penerbitan SPPT PBB scbagal tindal lanjut atas keputusan keberatan,
pengurangan atau pembetulan;
3} Tindak lanjut pendaftaran objek pajalc baru; dan
4) Mutasi objek dan/atan subjek pajak;
(5) Ketentuan lebih rinci mengenai penétapan objek PBB sebagaimana tercantum
dalam lampiran 1V Peraturan Walikota il

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran PBB

Pasal 9

(1) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang harus
ditunasi selambat-lambatnya 6 (enani) bulan sejak tanggal diterimanya surat
Pemberitahuan Pajak Terutang oleh wajib-pajak.

(2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD harus dilunast selambat-lambatnya
1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh wajib pajak.

(3) Pojak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar
atau kurang dibayar, dikenakan -denda administrasi sebesar 2% (dua persen}'
sebulan, yang dihitung dari saat j atuh.-tempo sampai déngan harl pembayaran
untul jangka waltu paling lama 24 ( dua putuh empat) bulan.

Pasal 10

Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk
oleh Walikota, atau melalui Petupas Pemungnt.

Pazal 11

(1) Pembayaran pajak terutang melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh
Walikola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakuken secara
langsung ke tempat pembayaran yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam
SPPT/SKPD/STPD.

(2) Pembayaran dengan cek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila
telah dilakulean kliring.

(3} Wajib Pajak menerima SSPD sebagai bulti telah melunasi pembayaran
PR dari Banlk atau tempat lain yang ditunjuk oleh Wahkota.



(4) Bank atau tempat lain yang ditomjul oleh Walikota berkewajiban
mengirimkan SSPD kepada wajib pajak yang: melakukan pembayaran PBI
melalut ldriman vang/transfer.

Pasal 12

(1) Pembayaran melalui petugas penumgut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
dilalcukan denpan cara sebagai berikiit

a. Wajib pajale menyetorkan pembayaran PB-B melalul petugas pemungut.
Selanjuinya petugas permnungut yang inéherina setoran pembdyaran PBB
dari Wajib Pajak menyetorkan ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh
Walilota pada harl yang sama; '

L. Wajib pajak menerima SSPD sebagai buldi pembayaran PBB yang sah dar
Tempat Pembayaran melalul petugas pemungut.

(2) Ketentvan . lebih rinci mengenal pembayaran PBB sebagaimana tercantum
dalam lampiran V Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima
Tara Cara Mutasi Sebagian/Seluruhnya Objek
Dan Subjelc PBB
Pagal 13
(1) Atas dasar pengalihan objelk PBB,jwajib’pajak dapat mengajukan permohonan
mutasi sebagian/selurnhnya objek dan‘subjek PBB.
(2") Kelengkapan permohonan mutasi objek dan subjek PBB, meliputi :
2. Surat permohonan mutasi;
b. Bulkt perolehan/pengalihan objek pajak;
c. Rukii lunas PRB tahun sebelumnya;
d. Mengisi SPOP dan LSPOD;
Fotocopy SSI3/SSPD BPHTE;
. Fotocopy identitas kepen"ailikén KTP/SIM;

o

g. Fotocopy  bukii kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan  tanah
(sertifikat/AJB/Girik/dokimen lain yang sejenis);
h. Sural Penpantar dari Desa/Lurah; dan

i.  Surat Kuasa {apabila dikvasakan).

(3) Penyelesalan mutasi sebagian/seluruh objek dan subjek PBB melalui
penelitian kantor/lapangan dan penudngan dalam Berita Acara melalul proses
permutakhiran data Geografis/Bidang.

Bagian Keenam
Tata Cara Penerbitan Salinan. SPPT SKPD BB
Pasal 14
(1) Atas dasar belum diferimanya SPPT atau sebab lain, wajib Pajak dapat

mengajukan  permohonan  penerbitan  salinan SPPT, SKPD PBB- secara
perorangan ataupun secara kolektif ke Dinas Pendapatan.
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Persyaratan permohonan pembatalan SPPT/SKPD PBB dan STPD antara lain ;
a.  Mengajukan pwnohonm Pembatai‘ur

b. Surat Pernydtadn dari punohon itag dan sebab pembatalan  dengan
bernraterai; ~ .

c. Surat Kuasa (apabila diluasakan);

d. Totocopy identitas Wajib Pajak ata fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak
dalam hal dikuasakan.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Penentuin Kembali Tanggal Jatuh Tempo

Pasal 19

Atas dasar keterlambatan ditetimanya SPPT PBB tahun berjalan wajib pajak
dapat mengajukan permohonan penentu‘m kembali-tanggal jatuh tempo.

Permohonan penentuan  kembali fafigeal  jatuh temipo diajukan dengan

dilengkapt persyaratan sebagai beriltt :

4. SPPT PBB yang sudal diterima yang dilengkapi dengan tanggal bukti
nenerimaan;

b, Surat Iluasa (apabila dilkuasakan);

¢.  Potocopy identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak
dalam ha! dilkcuasakan. '

Bagian K esembilan
Tata Cara Pengembalian Kelébihan Pembayaran dan

Kompensasi PBB
Pasal 20

Atas dasar kejebihan pembayaran pajak terhutang wajib pajak  dapat
mengajukan permohonan pengembalian  kelebihan  pembayaran  atau
kompensasi PBB.

Pengajuan permohonan pengembalian-kelebihan pembayaran disertai dengan
alasan yang jelas dan dilengkapi persyaratan Sebagai berikut

a.  SSPD asli dan SSPD foto copy;

b.  Bukti lunas PBB tahun sebelumnya; & -

c.  Surat Kuasa (apabila dikuasakan);

d. Folocopy identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajalk
datam hal dilnagalkan; '

e.  Nomor rekening alas nama wajib pajak.

Pemberian kompensasi PBB diberikan berdasarkan permohonan darl wajib

pajak untulk pajak terhutang dan pajak: talion berjalan dengan dlleng capi :

2. SSPD asli dan SSPD foto copy;

b.  Surat Kuasa (apabila dikuasak zm)
c. Totocopy identitas Wajib Pajak stz fotolcopi identitas knasa Wajib Pajak
dalam hal dikuasakan;

. Swrat Permohonan Kompensasi.



(2} Kelengkapan persyaratan pengajuan penerbitan SPPT/SKPD  PBB  antara
lain :
2. Surat Permohonan Penerbitan Salinan:

b. Surat pengantar dari KeDesa/l.urahan;

v

. SSPD lunas PBB Tahun sebelumnya atav tahun berjalan;
d. Kartu tanda identitas pemohon K’JTi?/SIM;

e. Surat Kuasa (apabila dikuasalan);

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pengurangan atau I-Jen.gl_mpufsan Sanksi Administrasi PBB  dan
Pembetulan atau Pembatalan SPPT, SKPD PBR, dan STPD PBB yang tidak benar

Pasal 15

(1) Walikota dapat :
a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi PBB - yang
dikenalkan karena kelkhilafan; dan
b, Membetullan atau membatalican SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB yang
tidak benar.
(2) Pengurangan atau Penghapusan sanksi adiministrasi PBB dan Pembetulan atau
Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Walikota menunjuk Kepala Dinas

Pendapatan.

Pasal 16
Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
sebagainiana dimalsud dalam Pasal 15 huruf a, pexmohonan dilampiri dengan :
a. Potokopi identitas Wajib Pajak atau fotolopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam
hal dikuasalan; o
b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukan bahwa denda administrast
dilenakan karena kelhilafan Wajiby Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib

Pajalk.
Pasal 17
Untuk mendukung permobonan pembetulan SPPT, SKPD PBB, ataun STPD PBB
sebagaimana dimalsud dalam Pasal 15 huruf b, permohonan dilampiri dengan:

Fotokopl identitas Wajib Pajak atauifotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam

hal dikuasalcan;

a.

b. Dokumen pendukung yang dapat n‘xemiﬁjul«:ﬂn bahwa SPPT, SKPD PBE atau
STPD PBB tidak benar;

Folokopi surat pemberitahuan  pengajuan  keberatan PBB tidak dapat
dipertimbanglan, dalam hal Wajib Pajalpernah mengajukan keberatan atas
SPPT atan SKPD PBB; dan/atau

d. Fotocopy Bukti Lunas PBB.

Pasal 18

(1) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB, yang tidak benar
sebagaimana dimalksud dalam Pasal 15 huruf b, diajukan secara perseorangan,
Leouali untuk SPPT dapat juga diajukan secara koleltif.



Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pengurangan-PBB
Pasal 21
(1) Pengurangan PBB dapat diberikan kepada wa)ib pajak karena :
a. kondisi tertentu objek pajak yang ada lnibungannya dengan subjek pajak;
dan ' '
b. larena sebab-sebab tertenta lainnya dalai hal objek pajak terkena bencana
alam atau sebab lain yang lvarbiasa.

(2) kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan subjelk. pajak
sebugaimana dimalsud pada ayat (1) hurif & adalah sebagai berilut :

a. Untuk wajib pajak orang pribadi mielipui :

. Objek pajak pribadi dan subyek pribadi anggota veteran pejuang
kemerdekaan/janda atan dudanya;

2. Lahan objek pribadi mervpakan lahan pertanian/perikanan dengan
penghasilan rendah;
3. Para pensiunan yang tidak mempunyai penghasilan fain dan terbatas;

4. Objek pribadi untok masyarakat tidak ranipu; dan
5. Objek pajak vang wajib 'péljalmyé-iormg-pri‘badi yang penghastlannya
rendah yang nilai jual objel pajaknya permeter perscginya meningkat
akibat perubahan lingkungan dan damipak positip pembangunarn.
b. Untuk wajib pajak badan yang mengalami kerugian  dan kesulitan
likuiditas pada taliun sebeldmnya- sehingga tidak dapat memenulu
kkewajiban. '

Pasal 22
(1) Pengurangan sebagaimana dimalsud. dalam Pasal 21 diberikan kepada wajib
pajak atas PBB yang terutang yan o tercantiim dalam SPPT atau SKPD PBE,
(2) PBDB yang terulang yang tercantun dalam SKPD PBB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.
(3) SKPD PBB  sebagaimana dimaksud. pada ayat (2) yang telah diberikan
pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasinya.

Pasal 23

Pengurangan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat diberikan :

. Sebesar paling tinggi 75% (tjuh puluh lima prersen) dari PBB yang terntang
dalam hal kondisi terlentu sebagaimana dirnaksud dalam  Pasal 21 ayat (1)
huruf a; '

b. Sebesar paling tinggi 100 % dari PBB. yang terutang dalam hal objek pajak
terkena bencana alam atau kejadian:luar biasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (1) huruf'b. E

¢.  Besaran pengurangan dimaksud huruf ‘a. dildasifikasikan dengan nominal
sebagaimana tercantum déalam lampiran VIIL

Pasal 24

(1) Pengurangan PBB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
berdasarkan permohonan wajib pajak.

(2) Permolionan pengurangan PRBB terutang sebagaimana dimalcsud pada ayat (1),
dapat diajukan oleh masing-masing wijib pajak atau kolektif.



(3) Permohonan pengurangan secara. kolektil diberikan bagi wayib pajak orang

(#)

pribadi yarg n’lem"tlmm Kondisi terenti sebagmm’ma ‘dimaksud dalam Pasal
21 ayat (2) huruf a dengan “batas’ .njkablmal__PBB_lemlzmg leselumhannya
sebesar Rp.-500.000.000;- (lirha ratus jiita rupiah).

Untak wajib pajal berbentult badan. hukum yang: mengdlami kondisi tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dyat (2) hvraf b dengan batasan
lkerugian keuangan atau likuiditis lceuangan diatag Rp. 200.000.000,- (dua
ratus juta rupiah).

Pasal 25

Permohonan pengurangan yang diajukan secata perseorangan sebagaimana
dimakand dalam Pasal 21 harus memenuhi persyaratan. :

a.
b.

d.

.

satu permohonan untuk satn SPPT atab ;-SK'PD PRB;

disjukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan
besarnya permohonan pengurangan diajukan-kepada Kepala Dinas;

Dilampirkan foto copy SPPT/SKPD PBB vang dimohon pengurangarn;
Permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal surat permohonan
ditandatangani oleh kuasa wajib pajak- dilampiri dengan Surat Kuasa.
Diajulkan dalam walktu

I. Tiga balan sejak diterimanya:SPPT;

2. Satu bulan sejak diterimanya SKPD,PBB;
3. Satu bulan ferhitung sejak diterimanya Keputusan permohonan

keberatan;
4, Tiga bulan terhitung sejak terjadinya bencana alam; dan
5. Tiga bulan terhitung sejak terjadinya kejadian luar biasa,

Tidak mempunyal tunggalkan atas tinggakan pajak tahun sebelumnya.

Pasal 26

Permohonan Pengurangan secara kolektip dapat diajukan dengan persyaratan

el

d.

@

I

Satu permohonan untuk beberapa objek Pajak dalam tahun yang sama;

Diajukan secara tertulis dalam bahasa. Indonesia dengan besaran persentase
pengurangan yang dimohonkan kepada Kepah Dinas;

Diajukan melalui pengurus legiun vetérat iatad organisasi terkait lainnya yang
diketahui oleh Desa/Lurah setempat;

Diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak SPPT diterima;
dilampiri poto copy SPPT yang dimohon peénghrangan;

diajukan dalam jangka waktu :

a) tiga bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPEPT;

b) Tiga bulan sejak terjadinya bencana alam afau kejadian lnar biasa,

Tidalk memilild tunggakan PBB tahiun sebelumnya. Sejak  dimohonkan
pengurangan kecuali dalam hal ob]ek p‘l]cIL terkena bencam alam atai sebab
Jain yang luar biasa

Tidak sedang diajukan permohonan lkeberatan atas SPPT yang dimohon

pengurangan.



(1)

2)

(1)
(23

Pasal 27

Permohonan pengurangan. yang: hdak nememllu pefsyaratan sebagaimana
dimzksud dalam Peasal 21, diangeap” B an sebqgal peunohon’m petigurangan
sehingea tidalk dapat diper tlmbangkan.

Dalam hal permohonan pengumngﬂn ‘tidak dapat chpemmbmgkan Kepala
Dinas . dalam - waktu paling lama 20+ (dm:.puluh) hari kerja.sejak permohonan
ity diterima hatus mcmbeuhlm} an -secara terfihs déngan alasan yang

mendasari kepada

2. wajib pajak atauy kuasanyd dalam hal permohonan diajukan secara
PErSeOTaAngan;

b. Pengurus legiun veleran atau organisasi terkait lainnya dalam hal
permolionan diajukan secara-kolektif;

Daltam hal -permohonan pengm‘mgm tidalk mendapatkan pertimbangan wajib
pajak dapat mengajukan kembali sepan; ang persyaratan telah terpenuhinya.

Pasa_l 28

Keputusan sebagnimana dimaksud dalajir Pasal 21 dapat berupa mengabulkan
seluruhnya, sebagian atan-menolak - pelmohonm wajib pajak.

Keputusan sebagaimana dimalsud pada‘aya'ti(l) ‘dﬂ'@t‘ﬂpkan berdasarkan hasil
penelitian. ‘

Wajib pajak yang sudah dibertkan suatu Leputusan pengurangan tidak dapat
lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT atau SKPD PBB

yang sama.
Pemberian pengurangan diberikan atas:suatu objek PBB yang dimiliki dan
ditempati.

Bagian Kesebelas

Tata Cara penagihan PBB

Pasal 29
STPD-PBB, SKPD-PBE, SKPDT-PER sebagai dasar penagihan PBB.
Walikota menunjuk Dinas Pendapatan untik pepagihan PBB.
Dinas Pendapatan  sebagaimana Eiimal;su‘d pada ayat (1) berwenang
menerbitlkan:

Surat Teguran, Surat Peringatan atau suiat lain yang sejenis;

fase]

b. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
c. Sural Palsa; |

d. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;

e. Surat Perintah Penyanderaan;

. Surat Pencabutan Sita;

g. Pengumuman Lelang;

h. Surat Penentuan Harga Limit;

i. Pembatalan Lelang; dan

j. surat lain yang diperlukan untulipelaksanaan penagihan pajak.

(4) Surat Teguran, Surat Peringatan atan sorat ‘lain yang sejenis diterbitkan

apabila Penanggung PaJaL tidak.melunasi “Uutang pajakiiya: sampal deng'm
tanggal jatuh tempo pembayaran.



(1

Surat Perintah  Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan  sebelum
penerbitan Surat Palesa.

Pasal 30

Surat Paksa berkepala lata-kaia . ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAFE A BSA",: mempunyfu kekuatari-elseélnitorial dan
kedudukan hokom yang ‘sama’ dergan- putuisan pengadilan yang telah
mempunya kekuvatan hukum tetap.

Surat Paksa diterbitkan apabila :

a.  penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah
diterbitkan Surat Teguran ataw Surat- Péringatan atau surat lain yang
sejenis; '

b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan
sekaligus; atau

c. penanggung Pajalk tidak memenuhi- keétentuan sebagaimana ilercantum
dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pemibayaran
pajal.

o o

(3) Ketentuan lebih rinei mengenai pemgﬂmn PBB sebagaimana tercantum dalam

(h

lampiran VI Peratoran Walikota ini.

Bagian Kedua belas

Tata Cara Pengajuan Keberatan PBB
Pasal 31

Keberatan PBB dapat diajukan atas :

a. SPPT; atau o

b. Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB (SKPD PBB).
Keberatan dapat diajulkan dalam hal : |

a. wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/ataw bangunan
atau nilai jual objek pajak bumi- dan/atau bangunan tidal sebagaimana

meslinya; dan/atau

b. terdapat perbedaan penafsiran ketentuan peraturan PBB.

Pasal 32

(1) Pengajuan Keberatan sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) harus

mementhi persyaratan

A, satu surat Keberatan untuk 1 (satn) SPPT atau SKPD PBB;

b. diajukan secara tertulis datam bahasail'gdoneSia;

c. diajukan kepada Kepala Dinas

d. dilampiri asli SPPT atan SKP PBB yang diajukan Keberatan;

e. dikemukakan jumiah PBB yﬂngj terutang menurut penghitungan Wajib
Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya;

[, diajukan dalam jangka waltu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT
atau 1 (satw) bulan sejak tanggal diterimany- SKPD-PBR, kecuali apabila
Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjuklan bahwa jangka walkiu it
tidal dapat dipenuhi karena keadaan di luar keluasaanuya; dan

g sural Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat
Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pa]ak harus dilampin dengan

Surat Kuasa



{2) Tanggal pumunaan surat Keberatan. yang dijadikan dasar unfuk memproses
surat Keberatan adalah 1a11gg3511 terima: Kéberatan yang cllsamp'uk‘m secara

larigsung oleh Wajib Pajak: amu kmmnyc ki _"pada pemgas Tempat Pelayanan

(3) Untuk memperkuat alasan. peng,‘ljuan Kebenlan sebqgmmam dimalksad pada
ayat (1) huiuf e pengajuan Keberatan digertal deng:,'m

a.  folokopi identitas Wd]lb Pa]aJ\ dan J"o[oLol;u wdentitas kuasa Wajib
Pajak dalam hal dikuasalan;

b. fotokopi bukti kepemilikan tanah,;

c. fotokopiljin M f:'n'd‘iri'ka'ni3Béiii§'uiiﬁn-(IMB); dan/atau

d. fotokopi bukti pendukung Iaiﬁny'a.

Pasal 33

(1) Pengajuan Keberatan yang tidak memienuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (1) diatgpap bukan'sebagai surat Keberatan sehingga tidak
dapat dipertimbanglan.

- (2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Penc!apaifm dalam-jangka waktu paling
tama 20 (dua puluh) hari kerja $ejak tanggal pénerimaan. surat Keberatan
sebagaimana dimakstid délam Pasal:34 cyat {2);harus niemberitahukan secara
tertulis disertai alasan yuog mendagart: kepach Wajib Pajak atau kuasanya

(3) Dalam hal -pengajuan K eberstan - nchk ‘dapat “dipértimbangkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Wajib Pa]ak masili dapat ‘mengajukan Keberatan
kembali sepanjang memenun ymgka vl sebdgum“mﬂ dll‘ﬂ‘ll\SUd dalam

Pasal 32 ayat (1) haruf' {

(4) Ketentuan lebih rinci mengenai Pengdjuan Keberatan PBR sebagaimana
tercantum dalam lampiran VII Peraturan-Walikota ini.

Bagian Ketiga belas

Tata Cara Pemberian Informasi PBB

Pasal 34
(1) Atas dasar kebutuhan informasi wajib pajal melalul fungsi pelayanan dapat
meminta informasi kewajiban perpajakantiya.
(2) kewajiban perpajakannya meliputi-pri nt lunas tunggakan dan Surat keterangan
atag NJOP Bumi dan Bangunan,



BABIV.
l(ETfENTUAN:PENUTUP
Pasal 35

Pada saat Peraturan Walikota Denpasar ini mujai:berlaku maka Peraturan Walikota
Denpasar Nomor 35 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan. Perkotaan di- Kota' Dénpasar (Berﬂa Daerah Kota
Denpasar Tahun 2012 Nomor 35) CllO’Lbll[ dén dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36
 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Apar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Walilkota ini dengan penempatannya dafam. Beriia Dderah Kota Denpasar.

Ditetaplean di Denpasar
L w&é’r’th;r"’i"mgg‘ll 2 Désember 2014

\""/ sl

IADENPASAR,

O AIAWIAYA MANTRA
1‘“«. &f E:w ;‘n. o

\\\\\\

Diundangkan di Denpasar
pada 1'1 ng«gﬂﬂﬂgesembel 2014

Ty l..;,_: M
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BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2014 NOMOR 52



EAMPIRAN ] PERATURAN WALIKOTA DENPASAR,

NOMOR @ 52 TAITUN 2014

TANGGAL : 2DESEMBER 2014 .

TENTANG : TATA ~ CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAANDAN -PERKOTAAN DI KOTA
DENPASAR

PROSEDUR PENDAFTARAN OBJEK PAJAK
A, Gambaran Umum
Dalam prosedur pendaftaran objek pajak o, wajib pajak merupakan pihal yang secara aktif
meregistrasikan %obje.k pajaknya sendiri. Proses -pendzd:‘ta’ran;_clilﬂ]{'uj_{aﬂ' melalui furigsi pelayanan di
Dinag Pendapmﬁn Daerah vang kemudian akan -11]eilelmlsliéi;1': dam dari “wajib- pajak ini ke fungsi

pendataan.

B. Pihak Terkait

1. Wajib pajalk

Merupakaﬁ pihak yang memiliki objelc pajak berupa tanah dan/ atan bangunan.

2. Fungsi .pelayahau

Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Pemberitahuan Objek: Pajak (SPOP) sebagai media wajib
pajak mendaftarkan objei pajak mereka, Fungsi pelayanan akai memproses registrasi objek pajak yang
dilalcelan waytb éaaj ak hingpa meneruskan data tersebut ke-fﬂﬂgsi-ji&idﬂtaan.

3. Fungsi pendataan |

Merupakan pihak yang menerima data mengenal objel pajalk yang didaftarkan wajib pajak melalul
fungsi pelayanan. Fungsi pendataan juga akan melakukan tindak Janjut jika SPOP bermasalah.

Kemudian, data vang telah diperiksa akan cisimpan baik dalam arsip maupun basis data.

C. Langkah-Langkat Teknis

Langkah |

Fungsi pelayanan mempersiapkan SPOP, tanda terima. penyampaian SPOP (dua lembar) serta tanda
terima pengembalian SPOP" (dua lembar). Kemudian, fungs"“i'_péi’z'{j?mjan akan menyediakan dokumen-
delaumen te:rse@ﬁt di tempat pengiambilan yang telah -diteﬁtﬁk‘én;.'ﬁfngs'i pélaymj‘an"sendiri dan/ atau
bank/ kantor pd'é yang ditunjuk.

Langkah 2

Wajib pajak mendatangi salah satu tempat pengambilan yang telah ditentukan untuk mengambil SPOP.
Ketika mengam L{il SPOP, wajib pajak harus menandatan ga‘ni‘-Icédna:iembm- tanda’ terima penyampaian
SPOP. Lembar pertama dokumen ini akan disimpan oleh Wajib pajak demientara lembar keduanya

disimpan dalam avsip fungsi petayanan.



S

Langkah 3
Wajib pajak mengisi dan mengembalikan SPOP. Fli’n"gs'i ‘pelayanan  memberikan tanda terima

pengembalian SPOP untuk ditandatangani wajib pajak. LLl’l’le]l per‘lan’i& akin diberilean kepada wajib

pajak sedangkan yang kedua LllSJ]npdn dalam arsip fungsi pelayfimn

fot

Langkah 4
Fungsi pelayanan menyiapkan daftar penyampaian dah pengembalian SPOP untuk mengontrol

diterimanya SPOP oleh wajib pijak yan g"ingin-me‘ndai‘tm‘léﬁﬁ: bB_i'E]t':lj‘aja]ciljfa-. Selainity, pengembalian
SPOP yang telah diisi oleh wajib pajak juga terpantau ‘dengan. adativa daftar ini.

Langkah 5

Fungsi pelayanan menyerahkan SPOP. yang telah diisi ke fung51 pechtaan wittrile dnehtl Jika SPOP
bermasalah, hmgm pendataan akan melalak an penélitian: hpangan A therevisi SPOP tersebiit tetapi
jika tidak, QPOP dapat 1am:sung d131mmn ke dalam arsip sem ba31s data- SPOP Yang bermiasalah juga

akan disimpan l»e: chlam arsip dan basis data SPOP setelah: IBVISIDY‘I selesai.

D. Bagan Alur

| U i _J
i E,_m,,#l .....
. Ienipersiapkan : i s
Mengambil SPOP & . Wignadima SPCP & LSPOP ]
LspoR: —————————| 1. SPOR & LSPGP . ' l —
; - 2. Tendaterlma pen ,'dmpaﬂnbf’OP & L POP ]
— - - ; “Menelit S0P & LSPOP }
Menanda t-arlgam [aw”dd terima I SRS Nlanerima tanda terima penyampaign | ' -
penyampaian SPOR & LSPOP r PO B3P0
SEOP & ;
J’ . - : i ) Panalitian Lapangat:
- ” i . Manerima SPOT & LSPOP seita meniberi -
e s i A 3 sl . N .
mangisi dan mengembalikan SEAM & ﬁ randa terima peoyampaian SPOP &' LSPOP * 11 ‘Acta Kesalghan Ticak ada
LSPOIR ﬁ l 1 ‘kesalahen
.. BER . : k
— o { Révisi SPOP & LSPOP - ]
mMenyiapkan dal ter panyampaian & =
pengembalian SPOP & LSPOP l-—~—-_----wu-—-——
l A ( Renylimpan datam basis dala J
Nigayeralkan SPOP & LSPOF ‘}; :




LAMPIRAN Ti" PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR  : 52 TAHUN 2014

TANGGAL : 2 DESEMBER 2014

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN  PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN . DAN PERKOTAAN DI KOTA
DENPASAR |

PROSEDUR PENDATAAN OBJEK PAJAK

A. Gambaran Umuny

Dalam prosedur pendataan objek pajak ini, fungsi pendataan dinas pendapatan daerah mengumpulkan
data objek pajak secara langsung lce lapangan. Pungsi pe’ridﬁfﬁ'ﬂl"l' seCara "zﬂc'tif-méhkﬁkan berbagai hal

seperti persiapan, pekerjaan flpangan hingga. m@ndoku1nemf1311<ﬂ‘11 datadata telsebut bersara fungsi

pengolahan clata

B. Pihak Terkait
1. Wajib Pajak |
Merupakan pihalk yang memiliki objek pajak berupa tanah dan/ atan bangﬁnan.
2. Fungsi Peudaﬁuan
Merupakan bagian dar organ dispenda yang mengumpulkan data sbjek pajak langsung ke lapangan.
Tahapan_'yah g dilalukan mulai dari persiapan 'pengam'bilaﬁ-'de‘i’tﬁ ke lapangan hingga penyirmipanan data
— data yang 1‘}61‘1‘1:215811 diperoleh ke dalany arsip. | |

. Aparat KCDB;S’]/ Lurahan
Aparat desa memtbanty’ fungsi pendataan untuk memberikan stiker nornor objek pajak (NOP) dan SPOP
kepada wajib Jfgl‘lak serta mengembalilan SPOP yang telah diisi wajib pajak kepeda fungsi pendataan.
4, Fungsi Pengoilahan Data
Salah satu fungsi dalam dispenda ini akan merekam data — data OB ck pajak dari fungsi pendataan ke

dalam basis data mereka.

C. Langkah — Langkah Teknis
Langkah T
Fungsi pendatacm melekukan penelitian ponchhulu'm sebelum tirun ke lapangan dan mengumpulkan

data mengenal objek pajak secara langsung. Data dan mfomma yang diperoleh dari penelitian

pendahuluan terc’lﬁiri dari luas wilayah, perkiraan luas tanah yangdapal.dﬂcenakan PRB, luas tanah dan
bangunan yang 3Sudah dikenakan PBB, jumlah penduduk; seita jurnlah wajib pajak yang sudah
terdaftar. E | |

Langkah 2

Fungsi pcndat‘mn menyusun rencana lkerja berdasarkan data dan informasi tersebut. Rencana kerja ini

digunakan untuk menyusun organisasi pelaksana pengumpulan d’li’t objek- p'u'ik dlhpang'm setelah

itu, fungsi pendaman akan menyedialan sket, peta desa/ keDe:)a/Lurﬂhan dan shrana -pendukun g.



-

Lanplkah 3

Langkah im muup'ﬂ\an pekerjaan lap'mgfm unmk mempewleh data obJeL payth Bemﬂmfian dengan

langkah ini, fungsi penilaian -melakukan pekumanyﬂ (dgehskfm d]bqglfm pemlamn) Terdapat 4
alternatifuntuk memperoleh data-wajib pajalk; yaitu :

3.1 Menyampailan dan Mem a:ntéu- Pengembalian SPOP

- Fungsi pend.éit‘aan membuat ‘s'i{e'i{/ peta blok b‘efdﬂ‘s‘é{'i‘kziﬁi:s‘..lc'ét'f'%.pé'fzifd'e‘sa/ LeDesi/Tairahan. Sket/ peta
biok 1n1 l\:emudi an alkan digunakan untok mémbual slée‘t---‘-‘léi‘:ﬁ’]{'".--'1'-é1"aﬂ'f bldang objele pajak dan
kelengkapan "ldlﬂlﬂlbtlrlbl fungsi pendataan akan memiliky. chﬂar'semenhlfl chflm objek dan subjek
pajak serta sket’ Iehl\ relatif bidang. Daftar sementara data’ ob_]e d'm sub;ek pf}]al\ ini akan disimpan
didalam arsip. o

- [ungsi pmdataan akan memberi nomor objek pajak (NOFY 1&111&(1'113 ob]ek ‘pajak yang didata dan
juga mengedmnf kasi kumpulan objel pajak tersebut ber d'leukan batas rukun ietangga (R"l) dan rukun
warga (RW).

2 Mengukur Bidang Objel Pajak

- Berdasarkan sket peta desa/ keDesa/Lurahan serta s’ket:’relﬁﬁf ‘:b:id‘f"mg, fungsi -pm’ich'}én mengukur
batas — batas obyj i elc pajak dan menermpelkan stiler NOD di bangunfm yang sudah diukur,

- TFungst pendamm akan mengisi SPOP berdasarkan data - Objﬁ‘]( p“l]’ll\ yang _telah divkur lalu
menyerahkan SPOP'terSebut kepada wajib pajak. | |

- Wajib pajalk mengecek data yang diisikan pada SPOP ]1]616]&& kemudlan menandatangani- SPOP
tersebut. Setelahitu, wajib-pajalk akan mengembalilcan SPOP e fungcn pendataan.

3.3 Menoi'c'lemmkasa Objek Pajak

- Berdasarkan skel, peta keDesa/Lurahan serta sket relatif bidang, fungsi- penchhan mengidentifikasi
data objek pajalc dan memberi NOP berdasarkan data tersebut. ‘

- Fungsi pendam.i-_m mengisi data obj‘elc pajak dan wajib 'pa‘]a'k-.}f)'a'dé‘-SPOP']cemud'i'an memberikan SPOP
yang tetah diisi te:sc,but kepada wajib pajalcvmiuk dlLO]lllllﬂ‘]bl

- Wajib pajak mengecel\ data yang telah diisikan pada SPOP melelm kemudian rienandatangani SPOP

tersebut. Setelah ;tu, wajib pajak alan mengembalikar QPOP ke ﬁ]ngs1 pendataan.

3.4 Melferifik Em Data Objel Pajak

- Berdasarkan s]\et peta desa/ keDesa/Lurahan serta relatif buhng Afuingsi pendataan meneliti dan atau
fidaknya pe'rubahan data mengenai objek pajak terkait. .]l]{a.”’[lC]ﬂ]{:‘"El‘C]El,'fflll']gS‘l-pGndEltElan akan tenyalin
data yang tersedia ke SPOP. Jika ada pernbahan, miaka :'fungéi pénditaan alan melakukan revisi terlebih
dahulu. Setelah iti'u, SPOP yang telah diisi, baik dengan da'té[f-la’1iia";ﬂf'a'1d:g-ﬁflé.k.ij-b'ei'tlb'ahﬁ*m‘aup‘un}dél"ta baru
hasl revisi, akan eii.seraiiwlcall ke wayib pajak. _ o

- Wajib pajak nﬁengecek data yang diisikan pada SOP -m'ére’_lca kemudian menandatangani SPOP
tersebut. Setelah itu, wajib pajalk akan mengembalikan SPOP ke fu"_ngsi pendﬁtaan-. _

Langkah 4
Tungsi pendamdn memberi kode ZNT berdasarkan SPOP yang telah diisi. Kemuchan -SPOP vang telah

memililki kode ZNT ini alkan diteliti dan diarsiplan. Kegiatan ment,lm SPOP sendm terdivi dari
melengkapi SPOP yang belum lengkap Talu mencocokan SPOP‘:y‘a:‘njg siidah lenglkap dengan sket/ peta

blok/ ZNT.



Langkah 5

Berdasarkan data pasar, daftar biaya kemponen bang)unan (DBI&B) peta blOJx SPOP; serta net konsep

sket/ peta ZNT, fingsi pendataan dkan meneliti dita-data mqsu]can anl kemudlan menyerfﬁﬂmnya ke
fungsi pengolahan data.

Langlah 6
Fungsi pengolahan data menyimpan data — dala ini ke dalam basis data mereka lalu mengembalikan

dokumen — dokumen aslinya ke fungsi pendataan, Fungsi-pendataan kemudian akan menyimpan

dolkumen — dolaumen ini kedalam arsip yang sesual.

D. Bagan Alur

tulsl -J

| Melakukan penelitian pendahuluan |

|

F hleayusun rencana kerja J
|

L . i v 12

nenyempalksn & | Mengukur bidang tdengidentlNkas] Merektlflkasl data
Mamantau =‘ ~ oblek pajak cbjek pajak objek pajak

Peappmballan SFOP ] | I
i

! }
Ir emberi kode ZNT J

‘ Menehtl data-tata masukan J

!

‘ embart kode ZNT | |;y Menerima darl petugas pendalaan

Me data dalam basi
rlvlen\,verahkan ke pengolahan data E - i Menylmpan data la am besis data

1

t Menyirmpan dokumen ke dalam arsip |‘ { tengembalikan dokumen ke petuges peadatzas J

-WIJ AYZAMANTRA



LAMPIRAN [fI -~ PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR ;52 TAHUN 2014
TANGGAL :. ?IWSFMBLR?OM o
TENTANG @ TATA  CARA PU%UNGUTAN’ PAJAK - BUMI DAN
.BANGUNAN‘PLRDkSAAN“DAN’PLRKOTAAN‘LH KOTA
DTNPA\AR

PROSEDUR PENILATAN OB TLK PATAK

A, GAMBARAN UMUM -
Dalam prosedur pemlfuan objek pajalc ini, fungs) p(,ml"nan cllmq pend"tpﬂhn daerali akan menilai objek
pajak, bail ang didaftarkan oleh: wajib p’uak sendiri maupun y’mg d:dala olel fungm pendataan.

Untuk menilai objek pajal berupa tanah maupun bangunan: 1111_,,1“1111531 pem]'}.lfm dapat menilai secara

massal maupun ilpd ividual.

B, PIHAK TERfi(A[T

1. FUNGSI PENILAIAN

Merupalan bagjlan dari organ dispenda yang mc,nggmnpullmn data objek pajak langsung kelapangan.

Tahapan yang di tnleukan mulai dari persiapan pengambilan’ data; lcelapcmgqn hingga penylmpanan data-

data yang berlnml diperoleh ke dalam arsip.

2. FUNGSI PLNDATAAN

Fungsi pendalmn adalah p:hak yang menyerahlkan SPOP cer fung51 penilaian agar objek — Ob_] ek pajak
yang terdata dap@_l dinila

(JLANGKAHJLANGKAHIEKNB

Untuk penilaian massal, ada tigamacam penilailan yang dapat dilikukan, vaitu penilaian massal tanah,
penilaian massal bangunan dengan daftar biaj/"an !-comp'onenfb‘é'ligti;i:fil]' (DBKB) objek pajak standar dan
juga daftar biaya;kompon en bangunan (DBKB) objek pajak non standar. Berikut penjelasannya.

C.1.1 PENILALAN MASSAL TANAFH |

LANGKAH 1

Fungsi pemhmm mempersiapkan dokumen — dokumen yang chpulukm untuk’ -menilai tanah’ secara
massal. Dokumen — dokutnen iril terdiri dari peta wilayal, peta dem/ feDesa/Lurahan. Peta blo]( peta
ZNT, ZNT lama; data nitai indikasi rata —rata (NIR), data dari laporan notaris/ PPAT, data potensi
pengembangan \,\?ilayah serta data jenis pembangunan tanali. s

LANGKAH?2 |

Fungsi pem]'uan men gumpulkean data harga jual tanah untuk menenml\an nilai pasar erj ar. N11'11 pasar

wajar inl akan dlgunal\‘m funesi penilaian untuk fmenentukan nilai pasar tanah peunetel persegi.

LANGEAFL3
Fungsi penilaian membuat batas imanijer zona nilat tanah (ZNTY untuk-membuat batas imajiver zona
nilai tanah (ZNT) untuk membuat konsep peta ZNT dengan- bitas imanijer. Kongep peta ini akan

digunakan untul menganalisis data penentuan NI



LANGKAH 4

Fungsi penilainn membuat pela-ZNT akhir ymig..-al{a'n-. digand

| untuk_menylapkan nilai jual objek.
pajak (I\U OP) buimi. Daftar NJ OP bmm meripakan: kelumau dati’ 'ahap 1111 NTOP 1111 El[\r'll'l chgumk’ln ‘

sebagai salah-satu komponen: daldm fénghitun b PBB tu hu“tang

D. BAGAN ALUR

L M'ulai;. N —

[ Mempersiapkan cloki;men penilaian J [ Membuat peta 7NT J
[ \Vl&ﬂgumpu\kaq {Eaftar;harga jualtanah ] 1 aenyeralilkan peta ZHT
v
[ Membuat batas imajlner ZNT J

¥

[ Mepyerahkan batas| imajiser ZNT

1
J

| —

{ Menerima pata ZNT 14

[ Melakukan penilalanttanah massal ]

- [
[ Menyerahkan il senilslan }7 _ ) gl ‘Mérierima-hasil penilaizn & nenyimpan
- . E L Ry it basis dita.

C.1.2 PENILATAN MASSAL BANGUNAN DENGAN DEKE OBJBK PATAK STANDAR
LANGKAH1 - |

Fungsi penilaianimembu.at volume jenis peler] nan sérta data flién'f‘fg"‘a?.éntuan ‘.pe"ké_ljaan - dalanyrangka
menyusun rencan"a anggaran biaya bangunan. B T
LANGKAH2 -

Setelah rmemiliki biaya dasar tolal bangunan, fungsi -peni’]ai“aﬁ_-:‘-iij‘éhQ]iituﬂg' biayaﬁd_asar kesehiruhan
bangunan untul mendapatlan DBEKB objek pajak standar. |

LANGKAH3

Fungsi pemhnmmencnmkan NJOP bangunan standar. NTOP bangun’m standar 1116111131]{‘111 keluaran

dari tah'xp Ini. N"{OP ini akan digunakan-sebagai salah satu ]{omponen dalam: menghlmnﬂ PBB terutang.

AGAN ALUR

[ Millai J

+ e : —

rv)emlbuar voluma Janis pekerfaan ‘ f [ Méngolah.DBKA ]

i & ¢)ata herga satuan pekerjaan

Aenirima’ DAKB banguhan standar ]

_ \ ’ . rMéﬁel;'!Jit'kai"li nilai sigtem I'Ja.ngunan J
!: Menyusun RAR J ' —
_ ¥
( Menyusun DRKR standar ]
‘ h
[ j\il\:ﬂvﬂlah!i?il‘??hﬁ }
[F- J'vlenejrima nilai sistam bapgunan }-
¥
[ I‘ﬂenentgikaf‘n besarnya MICGP l)lz;;ngl.zilal1. 1
¥

. - _ Al ( Menenma NIQP bangunan &
[ Memberikan (NIOP bangurian | ‘ 1 menwmpan Aaiarn’ basls Hata




=

C.1.3 PENILAIAN MASSAL BANGUNAN DENGAN DBKB: OB'J_EK:_p ATAK NON STAND
LANGKAH 1 S S 3 :

Fungsi penilaian menyusun daflar. koniponen bangunan antik

jenentikan: nilai-komporien utama
bangunan, uilai komponen material bangurian, scita nilai komponén fasilitas bangunan,
LANGEKAH 2

Berdasarkan daftar nilai ko ponen utnia bangunan daftar nilal ' aomponcn nntelnl ‘banguhan, serta

daftar mlat L_ompomn fasilitas bangunan tergebut, fungsi. pcm 11'111,-111@1111)11&1 DBKB objék pajak non

standar.

LANGKALIS _
Fungst punhnn menemukan NTOP bangunan non’ standm“ NTOP bflngunan non stmdax meiupakan

keluaran dari tahap ini. N‘TOP ini alcan dipunakan seb‘lg‘u snhh gatl. &omponen d‘l]’ll’n 'menglntung PBI

terutang.

BAGAN ALUR |

RSB ALY

{ ] R
_m‘_} —

& datahdrga satuan pekerjaan

—
1

: E Manyusun RAB

: +
{ hamyrsun DBKE ndn standar ]
v

:l Manyerahkan DBKB l

¥

Menegntukan besarnya NJOP iangunan }

L Membuat volume jenis pekerjasn

non standar

Memberikan NIOP bangunan | . . Crlg Menerima pIOP bianiunan &
’ non sandar . rmanivimpan dalam basis data

A
Sementara itu, penilaian individual memiiki tiga jenis pendelcatan, yaitu pendekatan data pasar (untuk
pasar), pendekatan biaya (untule tanah dan bangunan) dan- juga. pendelkatan -kapitakiasi pendapatan,

Berikut penjelasannya.

C.2.1 PENILAIAN DENGAN PENDEKATAN DATA PASAR (UNT UK_'PASAR)
LANGKAH 1 '

Fungsi penilaiani melakukan persiapan kegiatan. menilai objek: pfmk ;

— dolaumen pendukung seperti SPOP” iy Iernb'u et ja ObJ ek Klhnsus (LI\OI\_)

méi'n'b'u'at réncana kerja serta

menyiapkar doku men



LANGEKAH?2

Fungsi penilaian mengumpulkan data pasar tanah dan- meiub‘ﬁﬁ_t]'_'i'fﬁﬁk-annyajden'gan- objek pajak terkait.
Jika selisihnya kurang dari 10% tethadap NIR;-fungéi_'penii's’i-';én'_f-:éﬂ_\;i'aii--f:iﬁenggﬁnakﬂhNIR sebagai dasar
penetapan PBB. Namun, jika selisihnya lebih dari 10%, ft'm'g'éi3'.p'en‘il:;1'ia?u'1‘ akan: menibuat rekomenidasi
NIR untuk penilaian periode berilutnya. S

LANGKAH 3

Fungsi penilaian: menentukan NJOP bumi. NJOP bumi 1llerLjija-l;‘aJ1- keluaran dart tahiap ini. NJOP ini

akan digunakan sebagai salah saty komponen dalam menghitung PBB terutang,

C.2.2 PENTLATAN DENGAN PENDEKATAN BIAYA (UNTUK TANAH DAN BANGUNAN)
LANGKAH 1 j :

[Fungsi penilaian %melakul(an penilaian berdasarkan SPOP danLKOK objek pajak terkait. Untuk tanah,
penilaian yang dilakukam sama-dengan pada t’aha‘ji-pén‘iiaian’=fd;én:gﬁ:ﬂ)'p'éhdékatém data pasar. Sementara
itu, untuk bangunan, fungsi penilaian perlu menghifung ‘n’ilzﬁ-_*‘p‘é'r‘('j}t-:'han'bar‘u b‘an‘ghnan terkait lalu
dikurangi nilai pényusutan

LANGKAI 2

Fungsi penilaian menentukan NJOP, baik untuk bumi dan bangunan. NJOP bumi dan NJOP bangunan
merupakan keludran dari tahap ini, NJOP ini akan digunakan:sebagai salah satu komponen dalam

menpghitung PBB terutang.




LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR  : 52 TAHUN 2014

TANGGAL : 2 DESEMBER 2014

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA
DENPASAR

PROSEDUR PENETAPAN PBB

A. Gambaran Umum

Prosedur penetapan ini mencakup tahapan fungsi penetapan dalam mencetak dan menyampaikan surat
pemberitahuan pajak terutang (SPPT) kepada wajib pajak. Dalam proses distribusi SPPT, fungsi
penctapan dibantu oleh petugas ditempat pembayaran PBB. Disamping itu, prosedur ini juga mencakup
proses keberatan’yang mungkin diajukan oleh wajib pajak.

B. Pihak Terkait

1. Fungsi Pengolahan Data

Ifungsi pengolahan data merpakan pihak yang menyediakan basis — basis data : data pasar, DBKB, peta
blok, SPOP, serta konsep net sket/ peta ZNT untuk digunakan oleh fungsi penetapan.

2. Fungsi Penetapan

Fungsi penetapan merupékan pihak yang mencetak SPPT, SSPD serta daftar himpunan ketetapan pajak
(DHKP) berdasarkan berbagai basis data yang disediakan serta menyampaikannya ke tempat
pembayaran PBB.

3. Tempat Pembayaran PBB

Petugas di tempat pembayaran PBB adalah pihak yang menyerahkan DHKP lembar pertama kepada
petugas pemungut, SPPT dan WP, serta menyimpan DHKP lembar kedua dan SSPD didalam arsip
mereka.

4. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah pihak yang berkewajiban membayar PBB sekaligus memiliki hak untuk
mengajukan keberatan jika merasa ada ketidaksesuaian, misalnya tentang jumlah pajak terutang yang
harus dibayar.

5. Fungsi Pelayanan

Fungsi pelayanan merupakan pihak yang menerima data — data yang disampaikan wajib pajak dalam
rangka mengajukan keberatan serta memverifikasinya.

6. Kepala Dinas

Kepala Dinas merupakan pihak yang membuat surat keputusan mengenai keberatan yang diproses

berdasarkan berita acara pemeriksaan.



C. Langkah Langkah Teknis

Langkah 1

Fungsi penetapan mencetak surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT),surat storan pajak daerah
(SSPD), serta dua lembar daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) berdasarkan data pasar, DBKB,
peta blok, SPOP, dan net konsep sket/ peta ZNT yang diperoleh dari fungsi pengolahan data.

Langkah 2 |

Fungsi penetapan menyerahkan DHKP serta SSPD ketempat pembayaran PBB. Tempat pembayaran
PBB akan menyimpan SSPD dan lembar pertama DHKP kedalam arsip masing—masing kemudian
menyerahkan lembar kedua DHKP kepada petugas pemungut. Fungsi penetapan juga akan
mendistribusikan SPPT ke wajib pajak melalui tempat pembayaran PBB.

Langkah 3

Wajib pajak yang merasa keberatan dalam jumlah pajak terutang mengajukan keberatan dengan cara
menyerahkan surat keberatan, SPPT/ surat ketetapan pajak (SKP) serta bukti pendukung yang
diperlukan kepada fungsi pelayanan.

Langah 4

Fungsi pelayanan memverifikasi surat kebenaran keberatén, SPPT/ surat ketetapan pajak (SKP) serta
bukti pendukung yang diserabkan oleh wajib pajak. Jika tidak sesuai, keberatan tidak dapat diproses
schingga data — data tersebut dikembalikan kepada wajib pajak terkait. Namun jika sesuai, data — data
tersebut akan diteruskan ke fungsi penetapan.

Langkah 5

Fungsi penetapan memeriksa surat keberatan, SPP1/ surat ketetapan pajak (SKP) serta bukti
pendukung. Jika dapat diproses lebih lanjut, fungsi penetapan akan menerbitkan berita acara (BA)
pemeriksaan dan memberikannya ke Kepala Dinas

Langkah 6

Kepala Dinas membuat surat keputusan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan dan menyerahkannya

ke fungsi penetapan untuk diteruskan ke wajib pajak.



BAGAN ALUR
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LAMPIRANV  PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR : 52 TAHUN 2014

TANGGAL : 2 DESEMBER 2014

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA
DENPASAR

PROSEDUR PEMBAYARAN PBB

A. Gambaran Umum

Prosedur pembayaran ini menjabarkan alternatif cara pembayaran PBB yang dapat dipilih oleh wajib
pajak, yaitu melalui petugas pemungut, tempat pembayaran yang ditunjuk seperti bank dan/ atau kantor
pos tertentu atau melalui tempat pembayaran elektronik.

B. Pihak Terkait

1. Wajib Pajak

Wajib pajak merupakan pihak yang menyerahkan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), baik ke
petugas pemungut, tempat pembayaran yang ditunjuk, ataupun tempat pembayaran elektronik.

2. Petugas Pemungut '

Petugas pemungut PBB adalah petugas yang melakukan pemungutan memmuverifikasi dan mencocokan
data WP lalu menyiapkan SSPD sebagai tanda bukti pelunasan kepada wajib pajak.

3. Tempat Pembayaran PBB

Petugas ditempat pembayaran PBB merupakan pihak yang melakukan pemungutan dan penerimaan
akan memverifikasi dan menandatangani SSPD, menyiapkan daftar realisasi peneriman harian |,
menyetor PBB ke kas daerah dan membuat buku penerimaan dan penyetoran.

4. Tempat Pembayaran Elektronik

Petugas di TPE akan mencatat pembayaran PBB yang dilakukan WP melalui TPE terkait.

C. Langkah - Langkah Teknis

Terdapat tiga cara pembayaran PBB yang dapat dipilih oleh wajib pajak, yaitu ke petugas pemungut, ke
tempat pembayaran yang ditunjuk, atan melalui tempat pembayaran elektronik (TPE). Berikut adalah
penjelasan tekni_s mengenai ketiganya.

C.1 Pembayaréﬁ PBB Ke Petugas Pemungut

Langkah 1
Petugas pemungut melakukan vertfikasi atas SPPT yang diserahkan oleh wajib pajak serta mencocokan

data pada SPPT dan data di DHKP (lembar pertama). Setelah itu, petugas pemungut meyiapkan tanda

terima sementara (TTS).



Langkah 2 -

Petugas pemungut membuat daftar pembayaran PBB atas setiap pembayaran PBB dari wajib pajak dan
menyerahkan TTS kepada wajib pajak sebagai bukti sementara atas pembayaran PBB. '
Langkah 3

Berdasarkan daftar pembayaran PBB dari tugas pemungut, tempat pembayaran PBB melakukan
verifikasi atas SSPD (tiga lembar) dan menandatanganinya. Kemudian, tempat pembayaran PBB
memberikan lembar pertama SSPD kepada wajib pajak.

Langkah 4

Wajib pajak menerima SSPD lembar pertama dari tempat pembayaran PBB kemudian menukarkan
TTS yang dipegangnya ke petugas pemungut. Petugas pemungut akan menyimpan TTS ini ke dalam
arsip.

Langkah 5

~ Tempat pembayaran PBB melakukan pencatatan PBB yang telah diterima baik di daftar realisasi serta
buku penerimaan dan penyetoran PBB.

Langkah 6

Tempat pembayaran PBB menyetorkan PBB yang telah disetorkan ke kas bank. SSPD lembar kedua
akan diserahkan kepada bendahara penerimaan dan yang ketiga akan disimpan ke dalam arsip TTS
ditempat pembayaran PBB. Setelah menyetorkan PBB ke bank, tempat pembayaran PBB akan
menerima surat tanda setoran (STS) sebanyak dua lembar.

Langkah 7

Tempat pembayaran PBB akan mencatat penyetoran pada buku penerimaan dan penyetoran kemudian
menyerahkan lembar pertama STS kepada bendahara penerimaan dan menyimpan lembar keduanya di
dalam arsip.

C.2 Pembayaran PBB Ke Tempat Pembayaran Yang Ditunjuk

Langkah 1

Tempat ﬁembayaran vang ditunjuk melakukan verifikasi atas SPPT yang diserahkan oleh wajib pajak,
mencocokan data wajib pajak., kemudian menandatangani SSPD (tiga lembar).lembar pertama SSPD
diserahkan kepada wajib pajak sebagai bukti pembayaran PBB.

Langkah 2

Tempat pembayaran PBB melakukan pencatatan PBB yang telah diterima baik di daftar realisasi serta
buku penerimaan dan penyetoran PBB.

Langkah 3

Tempat penyetoran PBB menyetorkan PBB yang telah dibayarkan ke kas bank. SSPD lembar kedua
akan diserahkan kepada bendahara penerimaan dan yang ketiga akan disimpan ke dalam arsip TTS di
tempat pembayaran PBB. Setelah menyetorkan PBB ke bank, tempat pembayaran PBB akan menerima
surat tanda setoran (STS) sebanyak dua lembar. |

Langkah 4

Tempat pembayaran PBB akan mencatat penyetoran pada buku penerimaan dan penyetoran kemudian
menyerahkan lembar pertama STS kepada bendahara penerimaan dan menyimpan lembar keduanyai di

dalam arsip.



C.3 Pembayaran PBB Ke Pembayaran Elektronik (TPE)

Langkah 1

- Wajib pajak mengisi data SPPT di TPE lalu menyerahkan bukti atas pembayaran yang telah
dilakukannya baik melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), telepon seluler dan/ atau internet, kepada
TPE.

Langkah 2

TPE membuat daftar pembayaran PBB berdasarkan bukti bayar kemudian mengembalikan bukti bayar
tersebut ke wajib pajak. Kemudian, wajib pajak memberikan bukti bayar ke tempat pembayaran PBB
untuk memperoleh SSPD.

Langkah 3

Tempat pembayaran yang di tunjuk melakukan verifikasi atas SPPT yang diserahkan olch wajib pajak
dan kemudian menandatangani SSPD (tiga lembar). Lembar pertama SSPD diserahkan kepada wajib
pajak sebagai bukti pembayaran PBB.

Langkah 4

Tempat pembayaran PBB melakukan pencatatan PBB yang telah diterima baik di daftar realisasi serta
buku penerimaan dan penyetoran PBB.

Langkah 5 |

Tempat penyetoran PBB menyetorkan PBB yang telah dibayarkan ke kas bank. SSPD kedua akan
diserahkan kepada bendahara penerimaan dan yang ke tiga akan disimpan ke dalam arsip SSPD di
tempat pembayaran PBB. Setelah menyetorkan PBB ke bank, tempat pembayaran PBB akan menerima
surat tanda setoran (STS) sebanyak dua lembar.

Langkah 6

Tempat pembayaran PBB akan mencatat penyetoran pada buku penerimaan dan penyetoran kemudian
menyerahkan lembar pertama STS kepada bendahara penerimaan dan menyimpan lembar keduanya

didalam arsip.
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LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR ;52 TAHUN 2014

TANGGAL : 2DESEMBER 2014

TENTANG : TATA CARA . PEM
BANGUNAN: PJ:RDES
DENPASAR

UTAN - PATAK - BUMI. DAN
N DAN PERKOTAAN' DI' KOTA

PROSEDUR PENAGIH’ANPBB

A. Gambaran Umum

Prosedur penagithan PBBR ini dijalankin ketika wajib _1“3‘21j"f{i1'<'1;-}'.i"'6i‘“1‘Eﬁﬁb‘ﬂi‘-'-‘11&611'1’15&57&1" PBB déin/atan
membayar c]engan jumlah yang kurang. Fungsi '-pen'ag'ih'ém' “dapal’ _-i‘nempi"’osés ‘hal ini dengan
menggunalkan dokumen-—dokumen berupa sural-penngiimn"‘]jn:jal{_‘(STP), surat teguran, dan/ atau surat

palisa.

B. Pihak Terkait
. Fungsi Penagiban

Fungsi penapihan adalah pihak yang menerbitka dan mengmm qul ’Ll. mglhﬂn pajak Le wajib paJ jak serta

menerhitkan surat teguran hingga surat‘paldsa’] ;]1 ka W’lj iib: pay: alc hda ' melunam PBanya

2. Wajib Pajalk

Wajib pajak akan menerima surat tagihan pﬂjak‘-tezr‘utahgny'a.__‘daﬁé-lﬁ'&‘:“ﬁiﬁdéﬂ{lan‘jmi-sui'at tersebiit, baik
membayar PBB-nya manpun tidal.

3. Fungsi Pengo]j-a han Data

Fungsi pengolaﬁhn data adalah pihal yang menyediakan 'dﬂﬁﬁi‘fljtliﬂéﬁké_‘lﬁ"?B’B- ke funpsi penagihan

sebagai dasar penerbitan surat tagthan pajak.

C. Langkah — Langkah Teknis

Langkah 1 |

Fungsi penagihan meniinta daftar tinggakan PBB kepada fL‘n_'Ig'xéijjj'j(éhgd"léihah‘ data:Lalu, daftar-ifi akan
diteliti sebagai acuan penerbitan surat tagihan pajak/ STP ( (Zl]..l..if:‘i..lé'l‘ﬁ;[j'.él.l‘). o |

Langkah 2 | |

Fungsi penagihan menyimpan kedua STP ke daiam arsip da'ﬂ'méri'}y'ei"é]ﬂ:{‘%ln;'Zléjiibéu“'p‘ertam‘ah"ya‘_‘kepada
wajtb pajak. o |
Langlkah 3 | _ _

Wajib pajak pene;rima STP akan melakukan penyetoran PBB'S‘@H&}' .cé-_u"'a‘..]’_'jeh"lbaym‘an--.'yang dipilihnya.
Penyetoran PBB %ini secara ofomatis akan mempeflﬁﬂharui‘cla:ﬁéi’i"';tﬁn@‘gﬁékﬂﬁ PBB"yé'hg dimiliki oleh
fungsi pengolahan data. Namun, jika wajib .pajak .tetap_-ti'dal%‘_'Siﬁleiﬁb.éjfar, ﬁuigsi 'p'ehagih'ah-- akan

menerbitkan surat-teguran.
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LAMPIRAN VII. PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR  : 52 TAHUN 2014

TANGGAL : 2 DESEMBER 2014

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA
DENPASAR

PROSEDUR KEBERATAN PBB
A. Gambaran Umum
Prosedur kerja ini merupakan pedoman pelaksanaan penelitian keberatan PBB yang dilaksanakan oleh
Dinas Pendapatan terhadap pengajuan keberatan PBB yang wewenang penyelesaiannya merupakan

wewenang Kepala Dinas.

B. Pihak Terkait

1. Wajib pajak

Merupakan pihak yang memiliki objek pajak berupa tanah dan/ atau bangunan.

2. Fungsi pelayanan

Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sebagai media wajib
pajak mendaftarkan objek pajak mereka. Fungsi pelayanan akan memproses registrasi objek pajak yang
dilakukan wajib pajak hingga meneruskan data tersebut ke fungsi pendataan.

3. Fungsi pendataan

Merupakan pihak yang menerima data mengenai objek pajak yang didaftarkan wajib pajak melalui
fungsi pelayanan. Fungsi pendataan juga akan melakukan tindak lanjut jika SPOP bermasalah.

Kemudian, data yang telah diperiksa akan disimpan baik dalam arsip maupun basis data.

C. Prosedur Kerja Penelitian Keberatan PBB
1. Berdasarkan berkas pengajuan keberatan PBB yang telah memenuhi persyaratan dan wewenang

penyelesaiannya adalah wewenang Kepala Dinas serta pelaksanaan penelitian atas keberatan PBB
tersebut dilaksanakan oleh Dinas, dari Pefugas pelayanan menyerahkan berkas pengajuan
keberatan, dan Lembar Penelitian Persyaratan Pengajuan Keberatan kepada Kepala Seksi.

2. Kepala Seksi PBB setelah menerima berkas dari Petugas Pelayanan memerintahkan Pelaksana
Seksi PBB untuk membuat Surat Tugas Penelitian.

3. Pelaksana Ekstensifikasi membuat konsep Surat Tugas dan menyerahkan kepada Kepala Scksi
PBB.

4. Kepala Seksi PBB meneliti, menyetujui dan memaraf, kemudian meneruskan konsep Surat Tugas
kepada Kepala Bidang,

5. Kepala Bidang meneliti, menyetujui dan menandatangani Surat Tugas.

6. Berdasarkan Surat Tugas yang telah ditandatangani, petugas peneliti (Pelaksana Scksi PBB,
Penilai PBB, atau petugas lain vang ditunjuk oleh Kepala Dinas) melaksanakan penelitian di

kantor.



Apabila  tidak  diperlukan rekomendasi penilaian, dilanjutkan ke prosedur kerja II13.
Apabila diperlukan rekomendasi penilaian, petugas peneliti melaporkan kepada Kepala Seksi PBB.

7. Kepala Seksi PBB memerintahkan Pelaksana membuat Surat Tugas penelitian di lapangan dan
Surat Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Atas Pengajuan Keberatan PBB.

8. Pelaksana Seksi PBB membuat konsep Surat Tugas dan konsep Surat Pemberitahuan Penelitian di
Lapangan Atas Pengajuan Keberatan PBB, kemudian menyerahkan konsép dimaksud kepada
Kepala Seksi PBB.

9. Kepala Seksi PBB meneliti, menyetujui dan memaraf, kemudian meneruskan konsep surat kepada
Kepala Bidang.

10. Kepala Bidang meneliti, menyetujui dan menandatangani Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan

Penelitian di Lapangan Atas Pengajuan Keberatan PBB.

Surat Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Atas Pengajuan Keberatan PBB disampaikan kepada
Wajib Pajak. Surat Tugas diserahkan kepada Petugas Pajak.

11. Berdasarkan Surat Tugas Pejabat Fungsional Penilai/Petugas Penilai melaksanakan
penilaian/penelitian di lapangan yang menghasilkan Analisis Nilai/Laporan Penilaian/Berita Acara
Pengukuran.

12. Berdasarkan Analisis Nilai/Laporan Penilaian/Berita Acara Pengukuran, Pejabat Fungsional
Penilai/Petugas Penilai membuat dan menandatangani Kertas Kerja Penilaian (KKP) dan
menyerabkan KKP yang dilampiri Analisis Nilai/Laporan Penilaian/Berita Acara Pengukuran
kepada Petugas Peneliti, Prosedur kerja dilanjutkan ke prosedur kerja I1.19.

13. Apabila menurut periimbangan Petugas Peneliti tidak memerlukan rekomendasi penilaian, Petugas

Peneliti mempertimbangkan apakah perlu dilaksanakan penelitian di lapangan.

Apabila  tidak diperlukan penelitian di lapangan, dilonjutkan ke prosedur kerja 11.19.
Apabila diperlukan penelitian di lapangan, petugas peneliti melaporkan kepada Kepala Seksi PBB.

14. Kepala Seksi PBB memerintahkan Pelaksana membuat Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan
Penelitian di Lapangan Atas Pengajuan Keberatan PBB.

15. Pelaksana Sekst PBB membuat konsep Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan Penelitian di
Lapangan Atas Pengajuan Keberatan PBB, kemudian menyerahkan konsep dimaksud kepada
Kepala Seksi PBB.

16. Kepala Seksi PBB meneliti, menyetujui dan memaraf, kemudian meneruskan konsep surat ke
Kepala Bidang.

17. Kepala Bidang meneliti, menyetujui dan menandatangani Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan

Penelitian di Lapangan Atas Pengajuan Keberatan PBB.

Surat Tugas disampaikan kepada Petugas Peneliti dan Surat Pemberitahuan Penelition di Lapangan

Atas Pengajuan Keberatan PBR disampaikan kepada Wajib Pajak.
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LAMPIRAN V_:H'I PERATURAN WALTKOTA DENPASAR
- NOMOR © 52 TAHUN2014
TANGGAL . 2DBESEMBER 2014 . - - =
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI A DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKO FAAN DI KO TA

DENPASAR.
VARIAREL PENGURANGAN PBI-PP U UNTUK Wi PEE RC.LORANGAN NON ' .
_ _BADAN/LENMIBAGA USAUA L L ;3(0[3?1 Adj Bobot -
Faktor . L Aonbr - pp NON
Pertimbangan : Lam punn. Legalitas l(ategou I u_lgm ang - (%) PG - 4PNS .
| a. <Rp. 500,000~ 427 | 7 9
b. Rp. 500.001, s/d Rp-750:000,- 317 | 6 8
, Stip/Salinan Bulkti - T ‘
Jumlah penghasildn ! Gajt ¢ Rp. 750.001, s/d Rp:£.500.000- | 202 | 4 6
bergih/bylan d.» Rp. 1»500_000’_ L 1.15 2 4
e, Tidak ada ketérangan 000
L 10.61
a. > 7 orang 425 7 9
b. 5 8/d 6 orang 3.
Kartu Keluarga & b. 5 s/d 6 orang : : . 5.18 6 8
: Surat keterangan c. 3 8/d 4 oring _ 225 4 )
Jumtah Tangoungan | resmidari Kelurahs
g resmi-darl IKelorahan & 1 5/ 2 orang | 123 N 4
e. Tidal ada keterangan . 10.00
o 10.91
a. Daerah lumub/lerpenéil - 4.22 7 8
: b. Perkampungan tidalc tédator . | 3381 6 7
Berdasarkan Inspelksi — P —— ;
Japangan/Ketérangan | & Perumaban/Perkampuhgan-teratur. 2,57 5 6
Lokasi Subyek Lain 4 Reai 17 ) i
Batate/Ruko/Pertokoan/Komersial O - i
e. Apartemen o 0.00 -
1134
a. Tebing non Vilta/Resort - 4.00" 7 9
. \:"r-‘j"( > T77
Berdasarkan Inspeksi b. Bukit Tedal 7 > 7
| Lapangan/ICeterangan | ¢, Padang Halang 2.12 4 6
LL\JE{aSi Obycl{. Lain :
o ' d. Rata 0.95 2 4
e. Tanpa keterangan 0.00
_ _ 9.84
a. > 200% e 6.87 ].2 12
b. 100% s/d 199% o 527 | 9 | 9
. c. 70% s/d 99% 3.55 6 G
[ata-rata kenaikan SPPT o
' 1. sfd 69Y 271 "5
NIOP 2 th terakhir d. 0% sfd 69% ‘ l >
B, 20% s/d 49% - S e 3 3
£ <20% o 0:00 -
15.73




2> 50.000,- | 557 | 6 | 7 |
b, Rp. 51.000,- s/d Rp. 100.000,- 237 4 | 5
Tagihan Rekening | L““"i‘l!?fl;”_f"A‘?YL'S“'”( 176 p. 100.001,- 5/ Rp. 200.000,- 127 | 3 | 4
bulan teralhis &2+ Rp. 200.000,- 0.97 2 3
“;l“id-ak ada keterangan 0,00
&. Surat/SK Pensiun 2.97 5 5
Surat Regmi Instansi b. Surat l{ererﬂngaﬁ- Ke.il'ui-'ahan | - " .
Surat keterangan berwenang sebelumnya L.66 2 7
tidak mampu _E.q’:l*icla]; ada lceterangaﬁ 0.00
- o 4.63
- - ) a. Golongan | 6.50
Surat Resmi Instansi b. Golongan 1i 4.50
ﬁ}‘?}l;ti‘:: berwenang ¢. Golongan H] 3.19
d. Golongan 1V 272
16.91
Status Pernikahan Sm-aa)iii';:ja]:gmnSi Pengiun janda 7.91 13 16
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